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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan 

Praya memang sudah tepat, namun menurut penyusun penerapan 

sanksi terhadap anak dalam perkara ini kurang memberikan efek jera 

terutama terhadap pelaku narkotika sehingga penyalahgunaan 

narkotika terhadap anak masih terus meningkat. Sanksi pidana 

narkotika bagi anak di bawah umur yang tertera dalam undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat peraturan 

secara khusus terutama mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang ini pula, diberikan 

alternatif dalam tata cara menyelesaikan kasus serupa yaitu secara 

diversi. Terdakwa menurut hemat penyusun telah sesuai apabila 

memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) yaitu pidana penjara 

berupa sanksi yang dijatuhkan kepada anak 1/2 (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi anak 

2. Efektivitas penerapaan  sanksi pidana penyalahgunaan narkotika di 

Pengadilan Negeri Praya masih banyaknya pengulangan pidana dan 

hakim sudah memberikan putusan yang terbaik demi mendidik agar 

anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi dan menjadikan 

pelajaran dihidupnya, tetapi jika anak tersebut sudah keluar dari 

tahanan maka bukan lagi tanggung jawab dari aparat ataupun penegak 
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hukum, tetapi jika anak yang sudah ditahan dan keluar menjadi anak 

yang baik dan tidak menggulangi kesalahannya lagi maka efektivitas 

tersebut menjadi efek jera bagi dirinya sendiri dan bisa dikatakan 

berhasil untuk tidak kecanduan narkotika, tetapi jika sebaliknya maka 

anak tersebut harus diawasi dan dibimbing oleh keluarga tetapi jika 

keluarganya tidak mampu maka akan dilakukan pembimbingan 

kepada lembaga anak. 

B. Saran  

1. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pidana 

narkotika yang melibatkan anak harus diberikan sanksi yang bersifat 

mendidik dan membuat efek jera terhadap terdakwa, anak diharapkan 

agar kembali ke masyarakat sebagai manusia yang lebih berguna bagi 

nusa, bangsa dan negaranya agar tidak melakukan tindak pidana erupa 

lagi atau kesalahan lainnya. 

2. Narkotika yang kian serius, penegak hukum dalam proses dan 

keputusannya harus yakin benar bahwa keputusan yang telah diambil 

akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan 

mengatur anak sebagai pelaku menuju masa depan yang baik untuk 

mengembangkan dirinya sendiri sebagai masyarakat yang 

bertanggungjawab bagi kehidupannya. Lebih jauh untuk kalangan 

anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum, semoga tidak lagi 

terjadi penggulangan kasus penyalahgunaan narkotika pada anak. 
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